
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembemukan Daerah-daerah Kabupaten Oalam 
Ungkungan Propinsi Jawa Baral (Belita Negara 

Tahun 1950): 

Meng,ngat 

b. bahwa Pembentukan unn Pelaksana Tel<nis Dinas 
Pandataan can Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersel:)Ut di atas. 

perlu dftetapken dengan Peraturan Bupati. 

Menimbang • a bahwa dengan 1elah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tenlang 

Organisasi Perangkat Daerah Kaoopaten Bekasi, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2009 tenfang Organisasi Perangkat Oaerah 
yang diantaranya mengatur kelembagaan Oinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel. maka 
lebih lanjut dalam rnelal<sanakan teknis operasional 

sebag,an tugas Pendataan dan Penag1han Pajak 
Bum, dan Bangunan perlu dibenluk Unil Pelaksana 
T eknis Oinas; 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PADA DINA$ PENDAPATAN. PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET 

KABUPATEN BEKASl 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 25 -ww. ,1,11 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



2 Undang-Undang Nomo<8 Tahun 1974 ternang Pokok· 
PoKok Kepegawaian sebagaimana telah dlubah 
dengan Undang-Undang N0010r 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang·Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang POkok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890): 

3. Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2004 ten tang 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nogam 
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undaog 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 
Nomor 59 Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844): 

5 Unaang-undang Nomor 28 T ahun 2009 Tentang Pajak 
Oaerah dan Retnbusi Oaerah(Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemenntahan Oaerah Provirisi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten!Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Orgarusasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741}; 

- 



Dalam Pe,aturan lnl yang dimaksod dengan : 
I Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

2. Pemerontah Daerah aoatan Pemenntah Kabupaten BekaSi; 

SABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNtS DINA$ 
. PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PADA DINAS PENOAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI 
KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMU-USKAN 

a Deraturan Menteri Oalam Negert Nomor 57 Tahun 
200; 1ema119 Petunjuk Tel<nis Penataan Organisasi 
Perangkat Oaerah sebagaimana telah dlubah deogan 
Perawran Menteri Oalam Negeri Nomor 56 Tahun 
201 O tentang Petubahan atas Peraturan Mer.ten 
Oalam Negeri Nomor 57 T anun 2007 ten tang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daeran: 

9 Peraturan Daerah xaoopaten Bekasi Nomor 26 
Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan 
Penataan Kecamatan di Kabupaten Bellasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 
Seri D); 

10. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
T ahun 2008 ten tang Urusa.n Pemerintahan Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2008 Nomor 6); 

11. Peraruran Daetah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaetah Kabupaten 
Bekas, Tahun 2009Nomor 7). 

12. Pe,aturan Oaerah Kabupaten Bekasr Nomor 1 
Tanun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupa,en BekasiTahun 2011 Nomor 1). 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 
Dengan Peraruran Bupati ini dibentuk. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Pendataan dan Penag1han Pajak Bum, dan Bangunan pada Oinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. yang terdiri 

darl · 
a. UPTD Pendataan dan Penag1han Paiak Bunu dan Bangunan 'Nilayah I 

mehputl wi!ayah ketja: 

1 Kecamatan Baoelan 
2 Kecamaran Tarumajaya 
3. Kecamatan Sukawangl 
4 Kecamatan Tambelang 
5. Kecamatan T ambun Utara 

3 Bupa:, ac!alah aupa:, Bekasl 
4 Dinas adalah O.nas Penaapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabuparen Be.as,· 

5 Kepala Omas adalah Kepala Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Bekasi; 

6. Unit Pe!aksana Teknis D,nas adalah Unit Pelaksana Teknis Oinas 
Pendaraan dan Penagihan Paiak Bumi dan Bangunan pada Dinas 
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan can Aset Kabupaten Bekas,; 

7 Kepa1a Umt Pelaksana T eknis DinasPendataan dan Penagihan Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah Kepala Unit Pelaksana T eknis 

DinasPe1\dataan can Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Oinas 
Pendapatan. Pengeiolaan Keuangan dan Asel Kabupaten Bekasi ; 

8. Kelompok Jabman Fungsional adalah kelompok Pegawai Negen Sipil 

yang diberi 1ugas. wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan 

keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok 
orqanrsast. 

9. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksa.nakan kegiatan 

teknts yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat 

10 Kegiatan teknis penunjansi adalah iuqas untuk melaksanakan kegiatan 
untuk mendukung petaksanaan tugas organisasi induknya. 



(1) Unrt Pelaksana Tekrns Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD 

Pendataan dan Penag1han Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Unij 

Pelaksana Teknis Otnas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang melaksanakan sebagian keglatan teknis operasional 

dan kegoatan tek.~is penunjang Pendataan dan Penag,han Pajak Bumi 

dan Bangunan di wilayah keqanya 

PasaJ 3 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bag,an Kesatu 

Ked1.,dukan 
- 

3. Kecamatan Setu 

4. Kecamatan Clkarang Pusat 

5. Kecamatan Serang 8aru 
6. Kecamatan Cibarusah 

7. Kecamatan Bcjongmangu 

c. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Ill 
meliputt w1layah kerja 

1 . Kecamatan Cikarang Selatan 

2. Kecamatan Cikarang Barat 

3. Kecamatan Cikarang Timur 

4. Kecamatan Kedung Waringin 

5. Kecamatan Pebayuran 

6. Kecamatan Sukakarya 

7. Kecamatan Sukatant 

8. Kecamatan Gabang Bungin 

b. UPTD Pendataan dan P011agihan Pajak Bumi dan Bangunan Wllayah II 

mehputt wilayah kerja · 

1 Kecamalan Cikarang Utara 

2. Kecama1an Karang Bahagoa 

8. Kecama1an Muara Gembong 

Kscamaiar- Tamoun Sela.an 
Kecamai3n C1birung 

6 



o. Petaksanaan tugas lain yang d,berikan oleli Kepala Oines sesuar 

dengan tugas dan fungs,nya 

b. Penyelenggaraan sebaqlan keg,atan teknis operas,onal dan/atau 1e.nis 

penunjal'lg O,nas di bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan sesuai dengan hngkup tugasnya: 

c. Pembtnaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

- 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal s 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan ini 

UPTD Peodataan dan Penagihan Pa,ak Bumi den Bangunan mempunyai 

fungsi: 

a. Penylapan bahan perumusan l<eoi,akan tekms di bldang Pendataan dan 

Penaglhan Pajak Bumi dan Bangunal'I sesual dengan tingkup tugasnya; 

Bagian Kedua 

TugasPokok 

Pasal 4 

UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darvatau 
teknis penunjang ell bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Sangunan berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan 

Oines Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. 

f2) U?TD Penoaiaan da,, ?enag,han PaJa~ Bum, can Bangunan clipimp,n 
Olen seorang Kepala UPTO yang berkedudukan di bawah dan 

beitanggung jawab xepada Kepala D,nas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan can Aset Kabupaten Bekasi melalul Sektetaris Ornas. 



Bagian Keoga 

Uraian Tugas Unsur Organlsasi 
Paragraf 1 

KepalaUPTO 
Pasal 8 

(I) Kepala UPTD Pendataan Clan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

mempunyal tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsl 
UPTO sebaqaimana tercantum datam Pasal 4 dan Pesa! 5 Peraturan 
lni 

- 
(2) Bagan Struktur Organises, UPTD Pendataan clan Penagihan Pajak 

Bumi can Bangunansebagaimana tercanrum dalam Lampiran Peraturan 
ini. 

(1) Organ,sasi UPTO t~rdiri dari : 

a Kepala UPTD; 

b. Kepala Sub Bagian Tata usana: 

c. PelaKsana T-eknls 
d Kelompok Jabatan Fungsional : 

Bagian Kedua 

Susunan o,ganisasi 

Pasal7 

Pasal 6 

Orgar11sas, UPTOPendataan can Penagihan Pajak Bumi clan Bangunan 

terdlrl dari unsur-unsur · 

a Pimoinan adalah Kepala UPTO Pendaiaan dan Penagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan: 
I). Pelaksana Adm,nistrasi adalal1 Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pelaksana Tekn•s 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bag.an Kesaru 

Unsur·unsur Organ1sas, 

!!AB Ill 

ORGANISASI 



Kepala Dmas Pendapatan PengelOlaan Keuangan dan Aset 
m. membuat Laporen hanan, mlngguan, oeianan dan triwulan target 

can reahsasl penerimaan PBB berdasarkan Daftar H1mpunan 
Keletapan Pajak (DHKP) Buku 1 2 dan 3 kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelo·,aan Keuangan dan Aset: 

n. melaxsanakan pemb,naan operasional Penagihan Pajak Bumi dan 
Bangunan sesuai dengan rencana kegiatan UPTD; 

o me•at<U~an pembinaan keg,atan ketataosahaan di ttngkungan 

UPTO: 
p. mengkoordinasi!<an petaksanaan tugas Kelompok Jabatan 

Fungsional, 

- 

(2) Ura:an tugc.5 ea- KeoaJa UPTD Pendataan dan Penag,han Pajak Bumi 
dan Bangunan 
a menyusun pro3ram kerja dan rencana kegiatan UPTD Pendataan 

dan Penag,han Pajak Bumi dan Bangunan 
b menyusun dan mengkootdinas,kan rencana program bidang 

Peooataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah 
kerjanya sesuai dengan mekarnsme perencanaan daerah; 

c memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan: 

d. membag' tugas kepada bawahan: 
e. memb1mblng petaksanaan tugas kepada bawahan : 
f rnemenksa dan menyempumakan haSJt kerja bawahan: 
g. mengkoordlnaslkan penyusunan usulan anggaran UPTO; 
h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan admimstrasi sesuai 

dengan rencana kegiatan UP'TO Pendataan dan Penagihan Pajak 
Bumi oan Bangunan; 
melaksanakan pendampingan keg:atan penilaian Nilai Jual Objek 
Paiak Bumi Clan Bangunan (NJOP PBB) yang dilakukan oleh SekSI 
Pendataan pada Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 

j. melaksanaxan penyampaian surat Pemberitanuan Pajak Terhutang 
(SPPT) atau Sura; Ketetapan PaJak Oae<ah (SKPO) Pa,ak Bum, dan 
Bangu'lan berdasarkan Oaftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 
9uku 1 2 dan 3: 

k melaksanakan penaglhan P6B oeroasarxan Daftar H,mp,.inan 
Ketetapan Pa;ak {DHKP) Buku 1, 2 can 3: 

I. membuat taooran hanan, m,ngguan bulanan dan tnwulan 
perkemt>angan penyampa'an Surai !>emberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) atau Surat .<etetapan Paia• Daerah (SKPD) PBB kepada 

• 



(3) Tata usana dalam menyelenggarakan rugas pokok dan tungsl 
sebagaimana dimaksud paca ayal (1) Clan ayat (2). mempunyai uraian 
tugas sebagai ber1kut · 
a. menyosun usotan rencana anggaran UPTD: 
b mempelajan can menelaah psraruran perundang-unctangan di 

bidang tugasnya: 
c mempeiaian peooman dan petunjuk tekrus serta adm1mstraS1 di 

bidang perencanaan, keuangan, urosan umurn clan kepegawaian. 
a. melaksanakan konsultasi sesua, ungkup tugasnya: 

- 

(2) Dalam melaksana!<an rugas pokok sebagaimana terse!>ut pada ayat (1). 

Sub Bagian Tata usana mempunyai lungs! . 
a penge•olaan sura, menyurat dan kearsiµan; 
b pengetolaan adm,mstrasl keuangan 
c pengelOlaan aam;n,strasi peile<ogl<apan dan kerumahtanggaan: 
d. penge'olaan aorrurusuasi kepegawa,an; 
e. penyusunan ,arcana dan program 1<eria serta pelaporan; 
r. pelaksanaan rugas-tugas lain yang diben~an oleh kepala UPTO. 

{1) Sub Bagian Tata usana mempunyai tugas pokok melal<sanakan 
pengelolaan surat menyura, urusan keuangan, rumah tangga dan 
pertenqkapan. pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan 
rencana dan program kerja serta pelaporan. 

Paragraf 2 
Sub Bag;an Tata Usaha 

Pasal9 

q me<>gusulka~ sarana can prasarana kerja sesuai dengan 
iebu:w.1r~n 

r merumuSkan pennasalahan dan upaya pemecahannya: 
s metaksana1tan koordinasi dengan Sldang Pende:ttaran d.an 

Pendataan. Bldang Penetapan dan Penagihan, camat, Lurah dan 
Kepala Desa. 

t metakukan llubungan kerja sama dengan unit kerja terkaJI; 
u membuat laporan hasil petaksanaan tugas: 
v, melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual dengan petunjuk 

atasan. 



e meogenoa ,kan surat-surat dan konsep naskah dfnas di lingkungan 
vPm. 

f menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan 
kepegawaian. 

g menyusun bahan iaporan pslaksanaan program oan keg,atan 

UPTD: 
r, mataksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD: 

memelillara sena mendayaqunakan sarana clan prasarana: 
melaksanakan pengumpulan. pengolahan data dan kearsipan; 

k melaksanakan admlntsuasi barang inventaris; 
I. meng1Si lembar kartu surat masux can menyampaikannya kepada 

atasan sebagai bahan pertimbangan; 
m. memberi nomor. menggandakan dan cap surat keluar sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan: 
n. mengis, lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda 

surat ketuar: 
o. menyiap~a~ tanca terima StJrat atau barang cetakan yang akan 

d1kirtm 
p. menyerahkan serat atau barang mventans dan buku ei<SpediSi; 
q rnemeoksa buku ekspedist atau surat tanda terima yang sudah 

d,ianda tanganl sesua, atamat surai. 
r. menyusun can meny,mpan surat a-au barang mventariS ke dalam 

tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan silatnya; 
s. menyampalkan informasi kepada pegawai d1 ilngkungan und kerja 

UPTO yang al<an mengaJukan usulan kenaikan pangkat. cutl. ijm I 
tugas be13J8r, gaji berkala dan pens,un serta pegawa, tidak tetap: 

- t. meny,apkan usulan kenaikan pangkaL CtJti. ijin tugas belaiar. gai, 

berkala clan pensiun serta pegawa, ,idak tetap: 
u rnernbuat taporan absensi ha~ao. m·ngguan oan bulanan; 
v menyusun konsep taporan reallsaSl anggara11 UPTD: 
w mengumpulkan tahan realisasi anggaran UPTD: 
x, melal<sanakan l\Jgas kednasan lalnnya sesuai perintah atasan; 
y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 



(1) Hal-ha! yang menjadi rugas pokok dan tungs, UPTD merupakan saru 

kesatuan yang t,dak dapat dip,sahkan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD. Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 

koo,d,nas,. ,ntegrasi clan s,nk,onisasi. 

BAB IV 

TATA KERJA 
Paragrat1 

Umum 
PasaJ 11 

(5) Jumlah pelaksana 1abatan lungs,onal sebagaimana d,maksud pada 
ayat ( 1) pasal in disesua1kan dengan keburuhan dan beban kerja 

(4) Jems clan jenJang jataian fungsional sebagaimana tersebut pada 

ayat (1) pasal lni d<a!ur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

(3J Untuk melaksanal<an tugas pokok sebaga,mana dimaksud pada ayat (2) 
pasal ini. Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional bertanggung jawab 
kepada Kepala :lines melalui Kepala UPTD. 

(2) Kelompok Tekms,Jabatan FungsionaJ Pendalaan dan Penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok : 
a. Melaksanakan penyusunan program keg,atan penilalan N11aJ Juat 

Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBS) bersama 

dengao Seks, Pendataan pada Bldang Pendaftaran dan Pendataan. 

b Melaksanakan kegiatan bidang T eknis Operasional dan tel<nis 
penunjang Penda.aan dan Penagihan Paiak Bum, dan Bangunan. 

(1) Kelompok Jabatan FungSJOnal terdiri alas Kelompok Jabatan 
FungsionaJ Pendataan clan Penagihan Pajak Sumi can Bangunan dan 
jabatan iung51ona1 lainnya yang diatur berdasarl<an peraturan 

perundang-undangan yang bertaku, 

Paragra• 3 

Kelompok Jabatan Fungs,onal 

Pasal 10 



8ABV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 
\1J Kepa,a lJPTD dan Kepala Sub 8agian Tata Usaha diangkat clan 

d1oorhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundanq 

undangan yang berlaku 

Paragral " 
Ha. Mewakli 

Pasat 1• 
(1) Dalam hal Kepa!a UPTD bema:angan. Kepa:a UPTD dapat menunjuk 

- Kepala Sull Bag,an T aw. usana. 
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata usena berhalangan. maka Kepala 

UPTO dapat drwak1I, olen Kelompok Jabalan Fungsional sesua, dengan 

bldangnya. 

Paragrat 3 
Pela po ran 

Pasal 13 
(1) Kepala UPTD wa1ib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas 

pokok oan tungsinya kepada Kepala Oinas. 

(2) Dalam penyampaikan laporan kepada atasan. tembusan taporan wajib 

dlsampa,kan kepacla satuan kerja perangkat daerahlain yang seeara 
fungs,onal mempunya· hubungan keqa. 

(3) Pengaruran mengena, Jenls taporan dan tata cara penyampaiannya 

berpedornan kepada ketentuan peraturan yang bertaku. 

Paragral 2 
Hubungan Kerja 

Pasal 12 
( 1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretans DJnas. 
(2) Kepala UPTD mendapatkan pemblnaan teknis operasional dari kepala 

o,dang sesuai dengan b1dang tugasnya 

J) KepaJ.a UP-D ,vai,b mengl(OOrdiras1kall. memoensan bimbingan dan 

petunjuk pelaksanaan tugas serta pe11gendalian kepada para 
pelaksana. 



ODIN 

KASI.,.· 

Ditetapkan d• Cika.rang Pusat 
paoa rangga~ 25 J"1 i 2,:, 1 

Agar setiap orang mengetahu•nya. memerintahkan pengundangan Peraruran 
ini dengan penempatannya datam Senta Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 19 
Peraturan Im mulai berlaku seJak tanggal diundangkan. 

Pasal 18 
Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengarur hal yang 
sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidal< berlaku 
lagi. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 17 
Hal-hal yang belum cukup dlatur calam Peraturan mi sepanjang mengenai 
tekms pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh KepaJa Dinas. 

BABVI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

Pembiayaan UPTD bersumber dart Anggaran Pendapatan can Belanja 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

(2) Kepala UPTD wajib rnelaksanakan pembinaan pegawai sesuai 
peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

(3) Ketentuan-ketentuan la.In mengenai kepegawaian diatur berdasarxan 
peraturan perundang-undangan yang benaku. 

- 



PELAKSANA 
TEKNlS 

SUBBAGWI 
iATAUSAHA 

KELDMPOK 
JABATAN 

FUNGSIDNAL 

• • . 
........... JJ---------,1 

KE PALA 
UPTD 

BAGAN STAUKTUA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
KABUPATEN BEKASI 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 25 T6fl";• ,011 
TANGGAL : <5 .uli ,· It 
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEl<NIS DINAS 
PENDATAAN DAN PENAGIHAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PADA DINAS PENDAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET KABUPATEN BEKASI 

- 

• 


